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B  A  B        I 

 
P  E  N  D  A  H  U  L  U  A  N 

 
 
A. Latarbelakang Masalah 

Ian P. Williamson dalam “The Evolution of Modern Cadastres” (2002:3) 

menjelaskan, bahwa sejak tahun 1980-an, tanah telah dikenali sebagai 

sumberdaya komunitas yang langka (community scarce resources), maka 

dikembangkanlah multipurpose cadastre. Sementara itu, Peter Laarakker dalam 

makalah berjudul “The Multipurpose Cadastre: A Network Approach” (2011:15) 

telah menjelaskan, bahwa multipurpose cadastre adalah pendaftaran atau 

pencatatan yang meliputi banyak atribut pada bidang-bidang tanah. Ia 

menambahkan, bahwa multipurpose cadastre berisi beberapa layer pada bagian-

bagian kadaster (Laarakker, 2011:22). 

Hal ini menunjukkan, bahwa multipurpose cadastre memiliki keterkaitan 

dengan komunitas. Sementara itu diketahui, bahwa komunitas memiliki 

kepentingan (community interest), sehingga untuk itu kantor pertanahan perlu 

bekerjasama dengan komunitas yang berkepentingan (community of interest). 

Wujud kerjasama tersebut antara lain berupa pembuatan Peta Tematik Bidang 

Tanah, yang berguna menyajikan tema tertentu dan untuk kepentingan tertentu, 

dengan menggunakan peta rupabumi yang telah disederhanakan sebagai dasar 

meletakkan informasi tematiknya, serta berbasis bidang tanah. 

Sesungguhnya kegiatan pemetaan partisipatif di Kabupaten Grobogan 

telah dilakukan sejak tahun 2014. Hasilnya, 90% desa-desa yang ada di 

kabupaten ini telah mempunya peta desa berbasis bidang yang bersifat tematis, 

atau biasa disebut Peta Tematik Bidang Tanah. Meskipun diketahui, bahwa tema 

peta yang dimiliki masing-masing desa masih bervariasi. Pada tahun 2018, 

pemetaan partisipatif juga dilakukan dalam kegiatan pendaftaran tanah 

partisipatif atau dikenal dengan sebutan “PaLaR” (Participative Land 
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Registration). Kegiatan ini memberi kesempatan pada masyarakat untuk 

memperoleh sertipikat hak atas tanah secara partisipastif (BPN, 2018). 

Selain PaLaR, pemetaan partisipatif yang hasilnya dapat berupa Peta 

Tematik Bidang Tanah, juga dimanfaatkan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap atau PTSL. Seperti diketahui target BPN (Badan Pertanahan Nasional) ke 

depan  untuk sertipikasi tanah melalui PTSL semakin besar. Oleh sebab itu, 

menurut Haryanto (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan), pemetaan 

partisipatif ini sangat membantu kantor pertanahan dan BPN, karena 

penggunaan sumberdaya manusia di kantor pertanahan lebih efektif, sebab 

dibantu oleh masyarakat (BPN, 2018). 

Berdasarkan dinamika pertanahan Kabupaten Grobogan tersebut 

diketahui, bahwa terdapat kegiatan multipurpose cadastre di kabupaten ini, yang 

wujudnya berupa kegiatan pendaftaran tanah melalui PTSL maupun PaLaR. 

Uniknya kegiatan tersebut memanfaatkan pemetaan partisipatif, yang hasilnya 

berupa Peta Tematik Bidang Tanah, yang dibuat berdasarkan kepentingan 

komunitas (masyarakat desa) setempat. Relevan dengan hal tersebut, maka perlu 

dilakukan penelitian bejudul: “Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah 

dan Community Interest (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Jumlah bidang tanah yang terdapat di Kabupaten Grobogan relatif besar, 

dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Bidang-bidang tanah ini 90% telah 

dipetakan, dan sebagian juga telah disertipikatkan, baik secara konvensional 

maupun partisipatif. Sementara itu diketahui, bahwa kondisi sumberdaya 

manusia yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan relatif 

terbatas. Oleh karena itu pemetaan partisipatif yang hasilnya berupa Peta 

Tematik Bidang Tanah merupakan terobosan yang berguna bagi kantor 

pertanahan dan BPN. Kegunaan ini nyata ketika Peta Tematik Bidang Tanah 

dimanfaatkan sebagai peta kerja PTSL. 

Tetapi sesungguhnya Peta Tematik Bidang Tanah bukan hanya 

bermanfaat sebagai peta kerja PTSL, melainkan untuk kemanfaatan lainnya. 
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Secara teoritik Peta Tematik Bidang Tanah dapat dimanfaatkan dalam konteks 

land values, land use, dan land development, serta yang terkait dengan SBDM 

(Spatial Based Decision Making). Namun diketahui, bahwa Peta Tematik Bidang 

Tanah di Kabupaten Grobogan belum dimanfaatkan secara optimal oleh 

stakeholders, sehingga dibutuhkan berbagai upaya untuk mengatasinya. 

Berdasarkan masalah yang telah diungkapkan, maka ditetapkan 

pertanyaan penelitian (research questions) atau rumusan masalah, sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana formula kontribusi dan partisipasi stakeholders dalam pembuatan 

dan pemanfaatan Peta Tematik Bidang Tanah di Kabupaten Grobogan? 

2. Apa macam multi manfaat yang dapat diperoleh dari Peta Tematik Bidang 

Tanah hasil pemetaan partisipatif, dan bagaimana cara pemanfaatannya? 

3. Upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, agar 

Peta Tematik Bidang Tanah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh segenap 

stakeholders? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Memformulasi kontribusi dan partisipasi stakeholders dalam pembuatan 

dan pemanfaatan Peta Tematik Bidang Tanah. 

b. Memperlihatkan multi manfaat yang dapat diperoleh dari Peta Tematik 

Bidang Tanah hasil pemetaan partisipatif, dan cara pemanfaatannya dengan 

menggunakan teknik GIS (Geographic Information System). 

c. Mendorong pemanfaatan Peta Tematik Bidang Tanah oleh segenap 

stakeholders. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai masukan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional, terutama hal-hal yang terkait dengan PTBT (Peta 

Tematik Bidang Tanah), agar dapat mendorong pemanfaatan PTBT oleh 

segenap stakeholders. 
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b. Sebagai salah satu materi bahan ajar pada beberapa matakuliah di Program 

Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, seperti: matakuliah 

Sosiologi Pertanahan, dan matakuliah Pemberdayaan Masyarakat, serta 

matakuliah yang terkait dengan GIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B  A  B        II 

 
TINJAUAN  PUSTAKA  SERTA 

KERANGKA  TEORITIS  DAN  KONSEPTUAL 
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B  A  B        VII 
 

P      E      N      U      T      U      P 
 
 
L. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang dinamika multipurpose cadastre 

yang dilakukan di Kabupaten Grobogan, diketahui bahwa: 

1. Formula kontribusi serta partisipasi stakeholders dalam pembuatan dan 

pemanfaatan PTBT (Peta Tematik Bidang Tanah) di Kabupaten Grobogan 

ditetapkan melalui pembagian peran, sesuai dengan kompetensi, kemampuan, 

dan kewenangan masing-masing pihak, sebagai berikut: 

a. Pemerintah Kabupaten Grobogan berkontribusi dan berpartisipasi sebagai 

pendorong pembuatan PTBT, serta pengguna dan pendorong pemanfaatan 

PTBT. 

b. Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan berkontribusi dan berpartisipasi 

sebagai inisiator dan supervisor pembuatan PTBT, serta pengguna PTBT dan 

pendorong pemanfaatan PTBT. 

c. Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Desa di seluruh wilayah Kabupaten 

Grobogan, berkontribusi dan berpartisipasi sebagai pelaksana pembuatan PTBT, 

dan pengguna PTBT. 

d. Pihak Swasta (CV. Geodata) berkontribusi dan berpartisipasi sebagai pendukung 

pembuatan dan pemanfaatan PTBT, dengan menyediakan dukungan teknis 

berupa pelatihan dan pendampingan serta penyediaan teknologinya. 

2. Multi manfaat PTBT dapat diperoleh stakeholders sesuai dengan kebutuhan, 

misalnya dalam konteks Kabupaten Grobogan, PTBT memiliki multi manfaat, 

sebagai berikut: 

a. Sebagai basis Sinden Bertapa. 

b. Sebagai dasar SBDM (Spatial Based Decision Making). 

Manfaat PTBT dapat diperoleh, bila menggunakan cara tertentu, yang berupa 

penggunaan teknologi GIS, misalnya, untuk: 

a. Penentuan keluarga miskin. 



99 

 

b. Penentuan kebijakan kesehatan. 

c. Penentuan kebijakan pertanian. 

3. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, agar PTBT 

dapat dimanfaatkan secara optimal oleh segenap stakeholders, antara lain: 

a. Penetapan skenario pembuatan dan pemanfaatan PTBT, sebagai berikut: 

(1) Pembuatan Peta Dasar Berbasis Desa/Kelurahan, pada tahun 2014; 

(2) Pembuatan Peta Desa Berbasis Bidang Tanah, pada tahun 2015-2017; 

(3) Pembuatan Peta Tematik Bidang Tanah, pada tahun 2016-2020; 

(4) Pembuatan WebGIS, pada tahun 2017-2020. 

b. Optimalisasi pemanfaatan PTBT, dengan cara: 

(1) membangun komunikasi dengan stakeholders, yang meliputi upaya 

komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dan Pemerintah 

Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.  

(2) mempromosikan PTBT, yang meliputi promosi SDSS (Spatial Decision 

Support System), SBDM (Spatial Based Decision Making), keunggulan 

PTBT, dan updating PTBT.  

(3) memberdayakan stakeholders, yang meliputi lobying, penyuluhan, dan 

pelatihan, serta pendampingan pemanfaatan PTBT. 

 

M. Rekomendasi 

Keterbatasan sumberdaya manusia dan keterbatasan dana pada kantor 

pertanahan telah melahirkan kebijakan alternatif, berupa pelibatan partisipasi 

masyarakat (stakeholders) dalam berbagai kegiatan pertanahan, termasuk PTSL. 

Pelaksanaan PTSL dapat dipercepat, bila tersedia peta kerja yang wujudnya 

berupa PTBT. Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat desa/kelurahan 

membuat dan memanfaatkan PTBT, sesuai dengan kondisi desa/kelurahan dan 

kebutuhan masyarakat serta pemerintah desa/kelurahan. Oleh karena besarnya 

manfaat PTBT dalam pelaksanaan PTSL, maka Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/ Badan Pertanahan Nasional perlu menyerukan kantor pertanahan, untuk 

mendorong pembuatan dan pemanfaatan PTBT, agar peta dan datanya dapat 

digunakan sebagai peta kerja dan data dalam pelaksanaan PTSL. 
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PTBT yang diinisiasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan juga 

bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama untuk perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan land values, land use, serta land 

development. Oleh sebab itu, perlu dirancang kerjasama antara Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Dalam 

Negeri, sebagai pembina pemerintah daerah, untuk mendorong dan mendukung 

pembuatan dan pemanfaatan PTBT di seluruh Indonesia. 
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